
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1435, 2019 KEMEN-LHK. Penyelesaian. Areal Permukiman. 

Kawasan Hutan. Tata Cara. 
 

 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN AREAL PERMUKIMAN 

DALAM KAWASAN HUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang 

memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditetapkan 

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain 
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permukiman masyarakat;  

c. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan 

perlindungan hukum atas areal permukiman masyarakat 

dalam kawasan hutan perlu diatur tata cara penyelesaian 

areal permukiman dalam kawasan hutan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Tata Cara Penyelesaian Areal 

Permukiman dalam Kawasan Hutan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 142); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
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Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5795); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 196); 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 

14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi 

dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

608); 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang 

Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan 

Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek 

Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 738); 

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ 
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MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 

P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462); 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang 

Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1677); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN AREAL 

PERMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal 

peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan 

hutan.  

2. Areal Permukiman adalah areal yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, 

perkampungan, kelompok hunian termasuk sarana 

prasarana umum dan sosial. 

3. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan 

kawasan hutan produksi dan atau hutan produksi 

terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi 

dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan 

kawasan hutan. 

4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang 

diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 

tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 
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